[image: image1.png]



[image: image2.jpg]EMBAGLEY AND ILLEGAL MOTORCYCLE TRADE ACCORDING TO
ARTICLE 372 OF THE KUHP AND ITS RELATIONSHIP TO THE
CRIMINAL ACT OF FENCE (ARTICLE 480 OF THE KUHP)

MUHAMMAD ALI SIREGAR
NPM. 245114131

ABSTRACT

Embezzlement and illegal motorcycle trade are serious crimes in Indonesia. This
practice involves various unlawful activities that harm the original owner, the
government, and society in general. The problems in this thesis are how the crime
o illegal motorcycle embezzlement relates to the crime of fenced goods, how
criminal liability is imposed on perpetrators of illegal motorcycle embezzlement
and its relationship to the crime of fenced goods, and how efforts 1o combat the
crime of illegal motorcycle embezzlement and its relationship (o the crime of
fenced goods. This research is a descriptive analytical research that leads to
normative juridical research. The data sources in this research are secondary
data and the data collection tool is library research and analyzed qualiatively.
Based on the results of the research, it is known that the crime of illegal
motorcycle embezzlement and its relationship with the crime of recewving goods
are two crimes that are ofien closely related in Indonesian law. The main
perpetrator of embezzlement is charged with Article 372 of the Criminal Code,
while the party who receives or buys the goods resulting from the crime is
charged with Article 480 of the Criminal Code (fencing). Embezziement is a
primary crime that produces illegal goods, while receiving goods is a secondary
or continuing crime that helps distribute or hide the proceeds of the primary
crime for economic gain. The presence of a receiver makes it casier for the
perpetrator of embezzlement 1o sell stolen goods, so the crime of receiving goods
indirectly supports the occurrence of embezzlement. The arrest of a receiver is
often a development of an embezzlement or theft case. Criminal liabilizy for the
perpetrator of the crime of illegal motorcycle embezzlement and s relationship
with the crime of receiving goods. The main perpetrator of motorcycle
embezziement can be charged under Article 372 of the Criminal Code concerning
Embezzlement, which carties a maximum penalty of four years' imprisonment or a
maximum fine of nine hundred rupiah. If the embezzlement is committed by
someone in an employment relationship or because of their position, the penalty
can be even more severe (Article 374 of the Criminal Code), namely u maximum
imprisonment of five years. Parties who receive, purchase, rent, or profit from
emperled rercycles can be charged under Article 480 of the Criminal Code

ig. The penalty for receiving motorcycles is a maximum
i years or a maximum fine of nine hundred rupiah.
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ABSTRAK

PENGGELAPAN DAN PERDAGANGAN SEPEDA MOTOR SECARA 

ILEGAL MENURUT PASA 372 KUHP DAN KAITANNYA DENGAN 

TINDAK PIDANA PENADAHAN (PASAL 480 KUHP)

Muhammad Ali Siregar
(245114131)

Penggelapan dan perdagangan sepeda motor secara ilegal merupakan tindak kejahatan serius di Indonesia. Praktik ini melibatkan berbagai aktivitas melanggar hukum yang merugikan pemilik asli, pemerintah, dan masyarakat secara umum.  Permasalahan dalam skripsi ini adalah bagaimana tindak pidana penggelapan sepeda motor secara ilegal dan kaitannya dengan tindak pidana penadahan, bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penggelapan sepeda motor secara ilegal dan kaitannya dengan tindak pidana penadahan, bagaimana upaya menanggulangi tindak pidana penggelapan sepeda motor secara ilegal dan kaitannya dengan tindak pidana penadahan. . Penelitian ini adalah penelitian deskriptif analisis yang mengarah kepada penelitian yuridis normatif. Sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder dan alat pengumpul data adalah  penelitian kepustakaan seta dianalisis secara kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa tindak pidana penggelapan sepeda motor secara ilegal dan kaitannya dengan tindak pidana penadahan adalah dua tindak pidana yang sering terkait erat dalam hukum di Indonesia. Pelaku utama penggelapan dijerat dengan Pasal 372 KUHP, sedangkan pihak yang menerima atau membeli barang hasil kejahatan tersebut dijerat dengan Pasal 480 KUHP (penadahan). Penggelapan merupakan kejahatan primer yang menghasilkan barang ilegal, sementara penadahan adalah kejahatan sekunder atau lanjutan yang membantu mendistribusikan atau menyembunyikan hasil kejahatan primer untuk keuntungan ekonomi. Adanya penadah membuat pelaku penggelapan lebih mudah menjual barang curian, sehingga tindak pidana penadahan secara tidak langsung mendukung terjadinya penggelapan. Penangkapan penadah seringkali merupakan pengembangan dari kasus penggelapan atau pencurian.  Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penggelapan sepeda motor secara ilegal dan kaitannya dengan tindak pidana penadahan. Pelaku utama yang menggelapkan sepeda motor dapat dijerat dengan Pasal 372 KUHP tentang Penggelapan yang ancaman hukumannya adalah pidana penjara paling lama empat tahun atau denda paling banyak sembilan ratus rupiah. Jika penggelapan dilakukan oleh orang yang memiliki hubungan kerja atau karena jabatannya, ancaman pidananya dapat lebih berat (Pasal 374 KUHP), yaitu penjara paling lama lima tahun. Pihak yang menerima, membeli, menyewa, atau menarik keuntungan dari sepeda motor hasil penggelapan dapat dijerat dengan Pasal 480 KUHP tentang Penadahan dan Ancaman hukuman bagi pelaku penadahan adalah pidana penjara paling lama empat tahun atau denda paling banyak sembilan ratus rupiah.
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